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6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan

pada bab sebelumnya,maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persentase pertumbuhan ekuitas dana pemerintah daerah Kota Kupang

tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi, yang mana

pada tahun 2014 persentase pertumbuhan ekuitas dana sebesar 0,12%

dan bernilai positif. Pada tahun 2015 persentase pertumbuhan ekuitas

dana pemerintah daerah Kota Kupang sebesar -0,99% dan bernilai

negatif. Hal ini menunjukkan petumbuhan ekuitas dananya dari tahun

2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan dan kurang baik. Dan di

tahun 2016, persentase pertumbuhan ekuitas dana sebesar 0,06% dan

bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekuitas dana

dari tahun 2015 ketahun 2016 mengalami peningkatan dan tergolong

baik.

2. Rasio utang terhadap ekuitas dari tahun 2014 sampai dengan tahun

2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, rasio utang terhadap

ekuitas sebesar 0,14%. Hal  ini menunjukan bahwa sebesar 0,14%

ekuitas diperlukan untuk mendanai utang pemerintah daerah Kota

Kupang, di tahun 2015 rasio utang terhadap ekuitas adalah sebesar

0,12%, yang artinya  0,12% ekuitas diperlukan untuk mendanai utang



pemerintah daerah Kota Kupang dan pada tahun 2016 rasio utang

terhadap ekuitas sebesar 0,44%, yang artinya 0,44% ekuitas yang

diperlukan untuk mendanai utang pemerintah daerah Kota Kupang. Jika

dilihat data diatas dari prespektif manajemen keuangan daerah, rasio

utang terhadap ekuitas dari tahun 2014-2016 tersebut masih dalam

posisi yang sangat aman atau beresiko rendah. Selain itu hal ini juga

menunjukan bahwa pemerintah daerah Kota Kupang tidak mengalami

over-leveraged atau sangat terbebani utang serta utang pemerintah

daerah Kota Kupang masi sangat kecil jika dibandingkan dengan

ekuitas yang dimiliki.

3. Penurunan dan peningkatan jumlah ekuitas dana pemerintah daerah

Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016 tidak berdampak signifikan

terhadap pembangunan daerah Kota Kupang. Hal ini dikarenakan

kekayaan bersih atau ekuitas dana yang ada pada pemerintah daerah

Kota Kupang kenyataan memang besar namun tidak dapat digunakan

untuk mendanai pembangunan daerah Kota Kupang.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan

berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kota Kupang diharapkan menjaga keseimbangan antara

aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah Kota Kupang pada

periode yang akan datang untuk akselerasi pembangunan daerah.



2. Pemerintah daerah Kota Kupang diharapkan mampu dengan baik

mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya kekayaan bersih atau ekuitas

dana pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik

di daerah.
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